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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TANAH BUMBU 

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2023 

 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 

adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat, dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media 

elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai 

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 

ini disusun untuk menjelaskan tentang Capaian Kinerja Makro, 

Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dan Opini Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan 

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi 

Daerah, selama 1 (satu) tahun anggaran. 

 

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian Indikator makro merupakan Capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak 

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari indeks 

pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan ketimpangan pendapatan 

yang ditunjukan dalam gini rasio. 
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Angka Capaian Kinerja Makro 
 

No Indikator Kinerja Makro Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Perubahan 

1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

71,79 72,31 0,724 

2 Angka Kemiskinan 4,26% 4,12% -3,286 % 

3 Angka Pengangguran 6,89% 6,56% -4,79 % 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,45% 4,84% -11,193 % 

5 Pendapatan Per kapita Rp. 52.397,86 Rp. 5,353% 

6 Ketimpangan 
Pendapatan 
(Gini Ratio) 

0,292 0,280 -4,11 % 

 
2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN 

DASAR 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Urusan wajib dibedakan atas dua, yakni 

urusan wajib berkaitan dengan pelyanan dasar dan urusan wajib tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Urusan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam 

Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas 

Sosial. 

1. URUSAN PENDIDIKAN 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah 

Bumbu pada Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 

No Indikator Kinerja kunci/ Jenis 
Layanan SPM 

Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1 Pendidikan Dasar Usia Dini 91,69 % 91,70 

2 Pendidikan Dasar 98,17 % 93,20 

3 Pendidikan Kesetaraan 79,81% 47,36 
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B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan 

Anggaran yang digunakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 

Pendidikan oleh bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu melalui 

Dinas Pendidikan Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 195.870.092.900 

dengan realisasi sementara sebesar Rp 184.696.321.825 

 
No Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian 

Program Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi 
anggaran 

Realisasi 
anggaran* 

1 Pendidikan 
Anak Usia 
Dini 

Jumlah warga 
negara usia 
5-6 tahun 
yang 
berpartisipasi 
dalam 
pendidikan 
PAUD 

Pengelolaan 
Pendidikan 

Pengelolaan 
Pendidikan 
Anak Usia 
Dini (PAUD) 

Pembangunan 
Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru 
PAUD 

 6.116.810.000   5.825.908.000  

          Pembangunan 
Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD 

 19.449.146.000   19.380.798.800  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru 
PAUD 

 2.384.279.000   2.381.354.000  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat 
Pembangunan 
Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD 

 118.040.000   107.158.000  

          Penyediaan Biaya 
Personil Peserta Didik 
PAUD 

 7.505.621.700   7.505.621.700  

          Penyediaan Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan PAUD 

 17.028.446.000   16.086.794.400  

          Pengembangan Karir 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan 
PAUD 

 580.803.000   580.803.000  

2 Pendidikan 
Dasar 

Jumlah 
Warga 
Negara Usia 
7-15 Tahun 
yang 
berpartisipasi 
dalam 
Pendidikan 
Dasar 
(SD/MI, 
SMP/MTs) 

Pengelolaan 
Pendidikan 

Pengelolaan 
Pendidikan 
Sekolah 
Dasar 

Penambahan Ruang 
Kelas Baru 

 22.054.488.000   21.445.126.542  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat Ruang 
Kelas 

 18.475.507.000   17.638.931.012  
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          Rehabilitasi 
Sedang/Berat Ruang 
Guru/Kepala 
Sekolah/TU 

 866.572.000   857.256.900  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

 1.989.515.000   1.985.198.600  

          Pengadaan 
Perlengkapan Siswa 

 633.056.000   609.696.000  

          Penyediaan Biaya 
Personil Peserta Didik 
Sekolah Dasar 

 9.742.318.800   9.550.184.700  

          Pengadaan Alat 
Praktik dan Peraga 
Siswa 

 4.793.031.000   4.788.111.000  

          Penyediaan Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

 15.501.961.000   14.530.860.700  

          Pengembangan Karir 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

 2.463.192.600   1.866.019.606  

      Pengelolaan 
Pendidikan 

Pengelolaan 
Pendidikan 
Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Penambahan Ruang 
Kelas Baru 

 24.398.235.000   19.704.720.389  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat Ruang 
Kelas Sekolah 

 4.333.305.000   4.304.957.140  

          Rehabilitasi 
Sedang/Berat Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

 5.206.260.000   5.148.640.720  

          Pengadaan 
Perlengkapan Siswa 

 549.896.000   537.422.000  

          Penyediaan Biaya 
Personil Peserta Didik 
Sekolah Menengah 
Pertama 

 5.209.551.500   5.185.169.900  

          Pengadaan Alat 
Praktik dan Peraga 
Siswa 

 2.179.119.000   2.148.742.200  

          Pembinaan Minat, 
Bakat dan Kreativitas 
Siswa 

 507.084.800   343.807.153  

          Penyediaan Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

 10.799.444.000   10.048.693.600  

          Pengembangan Karir 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

 2.738.443.000   2.217.484.063  
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3 Pendidikan 
Kesetaraan 

Jumlah warga 
negara usia 
7-18 tahun 
yang belum 
menyelesaika
n Pendidikan 
dasar dan 
atau 
menengah 
yang 
berpartisipasi 
dalam 
Pendidikan 
kesetaraan 

Pengelolaan 
Pendidikan 

Pengelolaan 
Pendidikan 
Nonformal/Ke
setaraan 

Pembangunan 
Gedung/Ruang 
Kelas/Ruang Guru 
Nonformal/Kesetaraan 

 6.060.787.000   5.843.599.500  

          Pembangunan 
Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

 1.046.137.000   1.032.982.000  

     Pengadaan 
Perlengkapan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

 41.114.000   40.814.000  

     Penyediaan Biaya 
Personil Peserta Didik 
Nonformal/Kesetaraan 

 2.676.742.500   2.676.742.500  

     Pengadaan Alat 
Praktik dan Peraga 
Siswa Nonformal / 
Kesetaraan 

 125.000.000   92.450.000  

     Pengembangan Karir 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

 84.513.000   64.251.000  

4 Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah 
dokumen 
hasil 
perhitungan 
dan 
pemetaan 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

Program 
Pendidik Dan 
Tenaga 
Kependidikan 

Pemerataan 
Kuantitas dan 
Kualitas 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
bagi Satuan 
Pendidikan 
Dasar, 
PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Ke
setaraan 

Perhitungan dan 
Pemetaan Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan Satuan 
Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

  

     Penataan 
Pendistribusian 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

  

 

C.Permasalahan yang dihadapi 
 

Belum tercapainya target untuk ketiga indikator yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain : 

a.  Masih adanya orang tua yang menyekolahkan anaknya tidak tepat 

waktu usia yang menjadi ketetapan. 
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b. Tidak adanya aturan yang mewajibkan peserta didik untuk memiliki 

ijazah TK dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru jenjang SD. 

c. Tidak terdatanya peserta didik lulusan SD yang melanjutkan pendidikan 

ke luar daerah meskipun terdata sebagai warga Tanah Bumbu. 

d. Tidak terdatanya warga yang belajar di Pondok Pesantren yang tidak 

menyediakan pendidikan formal/non formal. 

e. Masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan penduduk yang 

tidak bersekolah. 

 
2. URUSAN KESEHATAN 

A. Capaian Kinerja Outcome 

pencapaian Target SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Tanah 

Bumbu Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten 

Tanah Bumbu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Capaian 
(%) 

Tahun 
2022 

Capaian 
(%) 

Tahun 
2023 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79,20 % 77,12 % 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 79 % 76,51 % 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 79,68 % 79,06 % 

4 Pelayanan Kesehatan Balita 85,13 % 86,03% 

5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan 
Dasar 

95,33 % 93,79% 

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 93,84 % 95,17% 

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 93,04 % 97,53% 

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 88,57 % 91,72% 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 
Melitus 

107.50 % 100.00 % 

10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan 
Jiwa 
(ODGJ) Berat 

109.42 % 100.00 % 

11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

10.75 % 94,66% 

12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 
Terinfeksi 
Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh 
Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 

98.43 % 90,74% 

 
B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan 

Anggaran yang digunakan dalam rangka penerapan dan pencapaian 

SPM Kesehatan oleh bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu 

melalui Dinas Kesehatan Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 

4.230.833.218,00  
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No Jenis Pelayan Dasar Alokasi Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

% 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.508.556.200 2.202.986.890 87,82% 

2. 
Pelayanan Kesehatan Ibu 
Bersalin 

  173.755.000  51.215.000 29,48% 

3. 
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

  -    -    -  

4. Pelayanan Kesehatan Balita   -    -    -  

5. 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

  436.420.000  425.882.500 97,59% 

6. 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Produktif 

  3.146.039.720  2.937.376.721 93,37% 

7. 
Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Lanjut 

  721.775.000  714.738.000 99,03% 

8. 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

  -    -    -  

9. 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Diabates Melitus 

  261.672.000  245.333.000 93,76% 

10. 
Pelayanan Kesehatan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa 

  192.672.000  181.295.000 94,10% 

11. 
Pelayanan Kesehatan Orang 
Terduga TBC 

  669.345.000  655.756.940 97,97% 

12. 
Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Resiko Terinfeksi HIV 

  708.205.000  707.511.000 99,90% 

 
C. Permasalahan yang Dihadapi 

1. Ada ibu hamil tidak mengakses tenaga kesehatan pada tribulan pertama 

kehamilan (K1 murni) tetapi baru memeriksakan diri diatas 3 bulan (K1 

akses) sehingga tidak tercatat sebagai pelayanan ibu hamil sesuai standar 

2. Kunjungan ibu hamil tidak sampai mengakses pemeriksaan K4 (pada 

tribulan ketiga hanya 1 kali pemeriksaan) juga tidak tercatat sebagai 

pelayanan ibu hamil sesuai standar 

3. Kurang maksimalnya pencapaian  

4. Kurangnya perhatian keluarga untuk kesehatan ibu hamil           

5. Kepatuhan bidan dalam penggunaan Form Manajemen Terpadu Bayi 

Muda 

6. Sosial Budaya 

7. Kurangnya perencanaan persalinan dari keluarga                                                                                             

8. Persebaran penduduk 

9. Distribusi tenaga kurang merata 

10. Kurangnya perhatian keluarga untuk kesehatan tentang Pemantauan 

Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

11. Kepatuhan dalam bidan dalam menggunakan kuesioner pra skrining 

perkembangan 

12. Paradigma masyarakat tentang SEHAT yang masih kurang 
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13. Kebutuhan BMHP belum terpenuhi secara maksimal 

14. Kurangnya kerjasama dan dukungan lintas sektor 

15. Belum terpenuhinya kebutuhan posbindu kit 

16. belum adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung secara 

penuh pemenuhan SPM                                                                               

 
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Penyelenggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Tanah 

Bumbu secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang yang memiliki 2 pelayanan dasar yang merupakan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Capaian kinerja 

urusan Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:  

NO JENIS PELAYANAN Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1 Pemenuhan kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

82,65 87,94 

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan 
Air limbah Domestik 

91,46 83,26 
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B. Realisasi Belanja urusan Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang  

Anggaran yang digunakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 

Pekerjaan Umum yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 17.081.919.000,- 

(Tujuh belas milyar delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu 

rupiah) dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp  30.872.710.860,- (Tiga 

puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan 

ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tabel berikut : 

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Terkait SPM Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu TA.2023. 

NO 
JENIS 

PELAYANA
N DASAR 

KEGIATAN  
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 

1 

 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Pokok Air 
Minum Sehari-
hari 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 
di Daerah 
Kabupaten/Kota 

 39.894.846.000,- 
 

 
35.834.528.640,-        

 

2 

Penyediaan 
Pelayanan 
Pengolahan 
Air Limbah 
Domestik 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Air Limbah 
Domestik dalam 
daerah 
Kabupaten/Kota 

8.059.783.860,- 
 

 
     7.745.475.788,- 

 

 
C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Belum tercapainya target SPM Air Minum Tahun 2023 sehubungan dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran 

untuk memenuhi pelayanan kepada seluruh masyarakat  terutama di sektor 

pengembang perumahan yang kini kian bertambah secara signifikan. Sedangkan 

capaian target SPM Air Limbah belum terpenuhi terkendala oleh masih 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sanitasi yang baik 

termasuk air limbah domestik 

 

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 
Penyelenggaran pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten 

Tanah Bumbu secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, 

Pemukiman dan Pertanahan yang memiliki 2 pelayanan dasar yang 

merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
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Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Realisasi Belanja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Alokasi Anggaran pagu sebesar Rp. Rp. 12.258.000.000 yang digunakan 

khusus untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 di 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Tanah Bumbu yang sudah dilaksanakan dan teralokasikan sebesar Rp. 

11.948.000.000 akan tetapi ada beberapa Penerima Bantuan yang tidak bersedia 

menerima bantuan dimaksud sebanyak 9 orang dengan jumlah total uang yaitu 

sebesar Rp. 310.000.000. Adapun rincian penggunaan Anggaran adalah sebagai 

berikut : 

NO PROGRAM 
                            

SUB KEGIATAN 

                         

PAGU 
Realisasi 

Rp % 

 1. Program 

Pengembanga

n Perumahan 

 

Rehabilitasi Rumah 

bagi Korban 

Bencana 

 

 

Rp. 8.670.000.000 

 

Rp. 

8.430.000.000 

 

97.23% 

Penyusunan Site 

Plan dan/atau Detail 

Engineering Design 

(DED) bagi Rumah 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota 

 

 

 

Rp. 50.000.000 

 

 

 

Rp. 50.000.000 

 

 

 

100% 

Pengadaan Lahan 

untuk 

Pembangunan 

Rumah bagi Korban 

Bencana 

 

 

Rp. 248.000.000 

 

 

Rp. 248.000.000 

 

 

100% 

  Pembangunan 

Rumah bagi Korban 

Bencana 

 

Rp. 730.000.000 

 

Rp. 730.000.000 

 

100% 

No Jenis Pelayanan Dasar Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

 
1 

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 
layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

 
100% 

 
97,30 % 

 
2 

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak 
huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program 
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 

 
100% 

 
100% 
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  Pembangunan 

Rumah Khusus 

beserta PSU bagi 

Korban Bencana 

atau Relokasi 

Program 

Kabupaten/Kota  

 

 

Rp. 1.120.000.000 

 

 

Rp. 

1.050.000.000 

 

 

93.75% 

  2. Program 

Pengembanga

n Perumahan 

 

Fasilitas 

Penyediaan Rumah 

yang Layak Huni 

Bagi Masyarakat 

yang terkena 

Relokasi Program 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

 

 

 

Rp. 1.440.000.000 

 

 

 

Rp. 

1.440.000.000 

 

 

 

100% 

   Rp. 

12.258.000.000 

Rp. 

11.948.000.000 

 

 

 
C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun… adalah 

sebagai berikut : 

1. belum teranggarkannya Perencanaan identifikasi Korban 

Bencana 

2. Koordinasi dengan pihak pemangku wilayah kecamatan dan desa 

3. Kegiatan penerapan SPM didukung dengan Dana yang bersumber 

dari APBD 
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5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Pada penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, terdapat 3 sub urusan, 

telah ditetapkan dasar teknis penerapannya dalam 3 peraturan yaitu sub 

urusan Kebakaran, Sub urusan ketentraman dan Ketertiban Umum yang 

diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan 

Sub urusan Bencana yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

5.1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

Pengampu SPM sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan 1 (satu) Pelayanan 

Dasar dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan 

Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi 

dan Kabupaten/KotaSub Urusan  

 

No Indikator Kinerja / Jenis 

Layanan SPM 
Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1.  Pelayanan ketentraman dan 

ketertiban Umum 
100% 

100% 

Untuk tercapainya SPM sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

umum di Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kabakaran, 

didukung dengan program/kegiatan yang sudah disusun secara 

sistematis sehingga dapat dipertanggung jawabkan realisasi bersama 

capaian kinerjanya.  

Alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian SPM sub urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah sebesar Rp 

5.670.514.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.455.207.243,00. 

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut: 

No. Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu (Rp.)  
Realisasi 

Rp % 

1 2 3 4 5 

  
PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

   

I 
Penanganan Gangguan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 
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1 

Pencegahan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum melalui deteksi dini dan 

cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan,, 

pelaksanaan patrol, pengamanan, dan 

pengawalan 
4.926.897.000 

 
 

4.767.477.000 

 
 

96,76 

2 
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

257.960.000 
 

252.664.900 
 

97,95 

3 

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 

485.657.600 435.065.343 89,58 

Total Anggaran 5.670.514.600 5.455.207.243 96,20 % 

Dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa permasalahan 

yang kerap ditemukan di lapangan dalam penerapan dan pencapaian 

SPM (pelayanan ketentraman dan ketertiban umum), berikut 

merupakan beberapa permasalahan tersebut: 

1. Kurangnya Pos Pantau di beberapa titik rawan Pelanggaran 

Perda/Perbup; 

2. Kurangnya Tenaga Administratif ASN; dan 

3. Kurangnya SDM yang berkualifikasi PPNS mengingat beratnya 

tugas Satpol PP dalam hal penegakan Perda/Perkada; 

 

5.2. Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Pengampu SPM sub Bencana di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan 1 (satu) 

Pelayanan Dasar dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja / Jenis 
Layanan SPM 

Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1 Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 

- 96,53 % 

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

- 97,03 % 

 
3 

Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

- 100 % 
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Alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian SPM sub urusan 

bencana adalah sebesar Rp. 3.292.044.958,- dengan realisasi sebesar             

Rp. 3.292.044.958,-  .Adapun rincian penggunaan anggaran adalah  

NO PROGRAM 

SUB KEGIATAN PAGU Realisasi 

Rp % 

1 Penanggulangan 

Bencana 

 

Penyusunan Kajian Risiko 

Bencana Kabupaten/Kota 

- - - 

Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) 

326.867.800 326.867.800 100 

 

Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota 

625.680.000 625.680.000 100 

 

Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

385.355.000 385.355.000 100 

Respon Cepat Darurat 

Bencana Kabupaten/Kota 

   335.712.100 335.712.100 100 

Pencarian, Pertolongan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota 

1.049.846.400 1.049.846.400 100 

 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

    

271.115.000 

271.115.000 100 

 

Penanganan Pasca 

Bencana Kabupaten/Kota 

   297.468.658    297.468.658 100 

 

  Jumlah 1.656.673.500 1.656.673.500 100 

 

Permasalahan yang terjadi dalam upaya penerapan pelayanan adalah 

sebagai berikut : 

a) Kualitas SDM personil, penanggulangan bencana dalam setiap 

penanganan kebencanaan masih kurang 

b) Terbatasnya sarana prasarana 

c) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa yang harus 

dilakukan apabila terjadi bencana 

d) Kurangnya intensitas pelayanan informasi rawan bencana 

e) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam kegiatan yang 

ada hanya untuk satu jenis ancaman bencana yaitu karhutla 
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5.3. Sub Urusan Kebakaran 

Pengampu SPM sub urusan Kebakaran di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan 1 (satu) Pelayanan Dasar 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota 

 

Capaian SPM Kebakaran 
 

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan 
SPM 

Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1 Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Kebakaran (DAMKAR) 

100% 100% 

Untuk tercapainya SPM sub urusan kebakaran di Satuan Polisi Pamong 

Praja & Pemadam Kabakaran, didukung dengan program/kegiatan yang 

sudah disusun secara sistematis sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

realisasi bersama capaian kinerjanya. Alokasi anggaran yang digunakan 

untuk pencapaian SPM sub urusan Kebakaran adalah sebesar Rp 

3.456.499.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.303.540.200,00. Adapun 

rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No. Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu (Rp.)  
Realisasi 

Rp % 

1 2 3 4 5 

  

PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

   

I 

Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

      

1 
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

4.306.692.0
00 

4.089.507.500 94,96 

2 
Pemadaman dan Pengendalian 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

89.850.000 89.840.000 99,99 

3 
Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Kebakaran dan Non Kebakaran 

98.400.000 97.350.000 98,93 

4 

Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Pencegahan, Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 

1.173.236.8
50 

1.122.569.930 95,68 

Total Anggaran 
5.668.178.8

50 
5.399.267.430 95,26 % 
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Dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa permasalahan yang 

kerap ditemukan di lapangan dalam penerapan dan pencapaian SPM 

(pemadam kebakaran), berikut merupakan beberapa permasalahan 

tersebut yaitu Masih kurangnya kualitas serta kuantitas SDM dan 

Sarana Prasarana yang sesuai standar pada Bidang Pemadam 

Kebakaran dalam mengcover keseluruhan wilayah di Kab.Tanah Bumbu 

 
6. URUSAN SOSIAL 

Pengampu SPM bidang Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas 

Sosial yang melaksanakan 6 (enam) Pelayanan Dasar dengan mengacu 

pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan 

dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah 

sebagai berikut: 

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 

b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di luar panti 

Capaian perjenis layanan diuraikan dalam table berikut : 

No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Capaian (%) 
Tahun 2022 

Capaian (%) 
Tahun 2023 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar 

di Luar Panti 

100 % 100 % 

2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 
Telantar di Luar Panti 

100 % 100 % 

3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 
Usia Terlantar di Luar Panti 

100% 100 % 

4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial 
Khususnya Gelandangan 

dan Pengemis di Luar Panti 

100% 100 % 

 
5 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat 
Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

100% 100 % 

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM 

Bidang Sosial adalah sebesar Rp 952.255.000,- dengan rincian sebagai 

berikut :  
 

 
NO 

JENIS PELAYANAN 
DASAR 

 
 KEGIATAN 

ALOKASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

% 

1. Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar 
di Luar Panti Skala 
Kab/Kota 

Rehabilitasi Sosial 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 

616.455.000,- 539.675.000,- 87,54 
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2. Rehabilitasi Sosial 
Dasar Anak Terlantar 
di luar panti skala 
kab/kota 

Usia Terlantar, 
serta 
Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial 3. Rehabilitasi Sosial 

Dasar Lanjut 
UsiaTerlantar di Luar 
Panti skala kab/kota 

4. Rehabilitasi Sosial 
Dasar Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti skala kab/kota 

5. Perlindungan Sosial 
Korban Bencana 
Alam dan Sosial 

Perlindungan 
Sosial Korban 
Bencana Alam dan 
Sosial 

335.800.000,- 84.675.000,- 25,22 

 
Permasalahan yang dihadapi  : 

- Keterbatasan sumber daya manusia/petugas baik kualitas maupun 

kuantitas pada Dinas Sosial dalam rangka penanganan PPKS; 

- Validasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang masih 

harus dibenahi agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran; 

- Sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi; 

- Koordinasi dengan instansi terkait, Kecamatan dan Desa dalam 

penanganan PPKS masih belum maksimal. 

 

3.HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 

dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menilai kinerja keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan 

maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut disajikan 

tabel hasil pemeringkatan penilaian EKPPD Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2011-2019. 

 

Tabel II. Hasil Pemeringkatan EKPPD Kabupaten Tanah Bumbu 
2011-2022 

 

No Tahun Skor Status 

1 2011 2.6196 
TINGGI 

2 2012 2.8361 
TINGGI 

3 2013 3.0506 SANGAT TINGGI 

4 2014 3.0818 
SANGAT TINGGI 

5 2015 3.1324 
SANGAT TINGGI 

6 2016 3.2376 
SANGAT TINGGI 
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7 2017 3.0442 
SANGAT TINGGI 

8 2018 3.3104 
SANGAT TINGGI 

9 2019 3.5000 
SANGAT TINGGI 

sU   Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2022 

         
 

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang 

tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan dan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat 

bagi para pengguna (stake holder) dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan.  

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan arus kas, 

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas 

laporan keuangan. Berikut disajikan tabel hasil opini atas laporan 

keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2022: 

Tabel III. Hasil Opini Atas LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2011-2022 

 

NO Tahun Hasil Opini 

1 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2 2012 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

3 2013 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

4 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

5 2015 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

6 2016 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

7 2017 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

8 2018 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

9 2019 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

10 2020 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

11 2021 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

12 2022 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 
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4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
ANGGARAN TAHUN 2023 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp3.645.207.299.349,32 atau mencapai 119,20% dari 

estimasi pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp3.058.067.619.626,00. 

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 

Rp233.637.059.575,32 dari estimasi pendapatan setelah perubahan 

sebesar Rp227.406.029.408,00 atau sebesar 102,74%. Pendapatan Asli 

Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi 

Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. 

b. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar 

Rp3.393.050.984.446,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan 

sebesar Rp2.713.477.484.064,00 atau 125,04%. Pendapatan Transfer 

tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan 

Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

c. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 

sebesar Rp3.393.050.984.446,00 dari estimasi pendapatan setelah 

perubahan sebesar Rp2.713.477.484.064,00 atau 125,04%. Pendapatan 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut bersumber dari 

Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023 

NO JENIS PENDAPATAN 
ANGGARAN  REALISASI PERSENTASE 

(Rp) (Rp) (%) 

1 2 3 4 5 

  PENDAPATAN 3.058.067.619.626,00 3.645.207.299.349,32 119,20% 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  227.406.029.408,00 233.637.059.575,32 102,74% 

  

Pendapatan Pajak Daerah  106.733.000.000,00 77.701.111.344,40 72,80% 

Pendapatan Retribusi Daerah 20.297.984.714,00 10.521.130.869,00 51,83% 

Pendapatan Hasil Pengelolaan  
Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan  

6.911.044.926,00 6.911.044.926,00 100,00% 
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Lain-lain PAD Yang Sah 93.463.999.768,00 138.503.772.435,92 148,19% 

2 PENDAPATAN TRANSFER 2.713.477.484.064,00 3.393.050.984.446,00 125,04% 

  

Pendapatan Transfer  
Pemerintah Pusat 

2.571.334.288.049,00 3.141.022.009.498,00 122,16% 

Pendapatan Transfer Antar    
Daerah 

142.143.196.015,00 252.028.974.948,00 177,31% 

3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH  

117.184.106.154,00 18.519.255.328,00 15,80% 

  
Hibah  100.462.766.274,00 14.560.713.751,00 14,49% 

Pendapatan Lainnya 16.721.339.880,00 3.958.541.577,00 23,67% 
 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2023 

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada tahun anggaran 2023 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.16 
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 

NO JENIS BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

PERSENTASE 

(%) 

 

1 2 3 4 5 

  BELANJA 3.319.245.278.673,00 3.160.543.747.851,06 95,22 

1 BELANJA OPERASI 1.727.276.535.903,00 1.618.902.593.562,85 93,73 

 

Belanja Pegawai 595.740.654.087,00 553.677.116.714,00 92,94 

Belanja Barang dan Jasa 991.887.041.881,00 932.272.931.056,86 93,99 

Belanja Hibah 109.528.239.935,00 105.717.945.792,00 96,52 

Belanja Bantuan Sosial 30.120.600.000,00 27.234.600.000,00 90,42 

2 BELANJA MODAL 1.230.501.339.394,00 1.182.975.281.030,21 96,14 

 

Belanja Tanah 594.780.000,00 334.079.142,00 56,17 

Belanja Peralatan dan 

Mesin 
106.523.382.223,00 101.824.963.093,00 95,59 

Belanja Bangunan dan 

Gedung 
271.470.894.980,00 251.690.333.428,43 92,71 

Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
839.301.920.591,00 816.993.323.734,78 97,34 

Belanja Aset Tetap 

Lainnya 
11.667.070.000,00 11.193.613.232,00 95,94 

Belanja Aset Lainnya 943.291.600,00 938.968.400,00 99,54 

3 
BELANJA TIDAK 

TERDUGA 
3.375.377.250,00 573.847.132,00 17,00 

 
Belanja Tidak Terduga 3.375.377.250,00 573.847.132,00 17,00 
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4 BELANJA TRANSFER 358.092.026.126,00 358.092.026.126,00 100,00 

  Belanja Bagi Hasil      12.703.098.472,00        12.703.098.472,00  100,00 

Belanja Bantuan 

Keuangan 
345.388.927.654,00 345.388.927.654,00 100,00 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2023
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5. INOVASI DAERAH 

 
Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu  memiliki inovasi daerah sebagai berikut :  

  
 

NOMOR NAMA SIDa SKPD KETERANGAN 

1 SDSM (Satu Desa Satu 

Masjid) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disdukpencapil 

Pendidikan usia dini 

 
 

2 

 

KAPALKU KANDAS 
(Selesaikan Perihal Kamu, 
Dapatkan Identitas Baru) 

Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan menghemat 
banyak biaya dan tenaga dalam kepengurusan dokumen yang berupa 
out put KK dan KTP elektronik karena perubahan status perkawinan 
yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama batulicin Kelas II 

 
 

 

3 

 

DETAK DETIK 

(Desa Tertib Administrasi 
Kependudukan Dengan 

Teknologi Informasi 
Komunikasi) 

Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan menghemat 
banyak biaya dan tenaga untuk seluruh pengurusan semua jenis 
dokumen kependudukan karena bekerjasama dengan seluruh desa, ; 
dan Database kependudukan yang valid dan akurat akan, 
memberikan kemudahan dalam penyusunan program dan kegiatan di 
internal Dinas, 
; Tingginya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, ; Menghindari 
pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan 

 
4 

SI KADAL 

(Menyisir Kawasan 
Pedalaman) 

Khusus untuk masyarakat yang hidup di pedalaman yang secara 
wilayah jauh dan sulit untuk transportasi maka disdukcapil   
Memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan menghemat 
banyak 
biaya dan tenaga, ; dan Database kependudukan yang valid dan akurat 
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   akan, memberikan kemudahan dalam penyusunan program dan 
kegiatan di internal Dinas, ; Tingginya cakupan kepemilikan dokumen 
kependudukan 

 
 
 

5 

 

 

THREE IN ONE 

(Bidan Desa mengurus Akta 
Anak dapat 3 Dokumen 

Memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi bayi baru lahir 
yang persalinannya oleh bidan di selurud desa dalam pengurusan 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan 
menghemat banyak biaya dan tenaga dalam kepengurusan dokumen 
yang berupa out put KK dan KTP elektronik yang bekerjasama 
dengan bidan desa dimana bidan akan mwenguruskan ke dinas 
dukcapil dengan 3 dokumen di dapatkan yaitu akta kelahiran, kk dan 
KIA., ; dokumen juga 
diterima oleh warga dengan gratis memalui dukcapil mengirimkan 
dokumen ke kantor desa atau bidan setempat. 

 
 

6 

 

KAMULAH NASALKU 

(Aktamu diterima setelah 
Penetapan Asal Usul Anak) 

Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan menghemat 
banyak biaya dan tenaga dalam kepengurusan dokumen dengan out 
put akta kelahiran anak dengan penetapan asal usul anak yang 
bekerjasama dengan Pengadilan Agama batulicin Kelas II 

 
 

7 

 

 

PELANGSIR MASSAL 
(Pelayanan Langsung Sisir 

Penyandang Masalah Sosial 

Memberi kemudahan pemberian bantuan sosial yang berbasis NIK, 
bagi penyandang masalah sosial, ; Pemberian bantuan kepada 
masyarakat penyandang masalah sosial akan lebih tepat sasaran, ; 
Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil, lebih dekat dan menghemat 
banyak biaya dan tenaga, ; Kelengkapan kepemilikan dokumen bagi 
masyarakat, akan lebih mudah dalam urusan publik ke lembaga lain. 

 
 
 

8 

KAMU JODOHKU 

(Lengkapi Berkasmu Tujuh 
Dokumen Kuterbitkan) 

 Efisiensi waktu, biaya dan tenaga bagi masyarakat yang 
mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang 
berupa KK dan KTP El karena ada perubahan status kawin yang 
mana dukcapil bekerjasama dengan Kemenag Batulicin dengan 
12 KUA yang ada di seluruh kecamatan kabupaten tanah bumbu. 
Aktifitas rutin masyarakat yang sibuk bekerja dan urusan lain, 
tidak terganggu dengan urusan dokumen kependudukan. 

 Menghindari   pungutan   liar    dalam    pengurusan    dokumen 
kependudukan 
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    Memberi kemudahan kepada masyarakat, agar tidak bolak balik 
ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus 
Dokumen Kependudukan, masyarakat cukup menunggu di rumah 

 
 

9 

 

 

SILAMIS 

(System Informasi Layanan 
Otomatis) 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang persyaratan 
pengurusan semua jenis dokumen kependudukan , ; Memudahkn 
masyarakat karena merupakan sistem yang memuat seluruh 
persyaratan dokumen kependudukan, dengan ada inovasi ini masy 
bisa mengetahui terlbh dahulu syarat2 yg diperlukn untuk 
pengurusan/ perubahan data kependudukn sebelum datang ke 
kantor disdukpencapil atau pun layanan inovasi yg lain 

 

10 
Dilan Amanah (Disdukcapil 
Melayani Perekaman Anak 

Sekolah) 

Menghindari pungutan liar dalam pengurusan dokumen 

kependudukan , dan Memberi kemudahan kepada masyarakat, agar 
tidak bolak balik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
terkhususkan untuk anak anak sekolah untuk kepemilikan KTP 
elektronik pertama 

 
 

11 

HATI UNTUKMU 

(Serahkan syaratnya ke tim 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dokumen 
kependudukan tunggu di 

rumahmu) 

Dengan bekerjasama dengan pihak jasa pengiriman yaitu J&T 
EXPRESS diharapkan dapat Memberi kemudahan kepada 
masyarakat, agar tidak bolak balik ke Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk mengurus Dokumen Kependudukan, 
masyarakat cukup menunggu di rumah, ; Menghindari pungutan liar 
dalam pengurusan dokumen kependudukan 

 

12 
TAK BERWARNA 

(Tertib Administrasi 
Kependudukan 

Berkewarganegaraan Asing) 

Menertibkan penduduk yang berstatus WNA atau 
berkewarganegaraan asing yang adaa adi wilayah kabupaten tanah 
bumbu, terutaman di perusahaan perusahaan yang banyak 
menyerap karyawan dengan status masih WNA agar melaporkan 
sehingga terlapor di dinas dukcapil. 

 
 

13 

SI PENSIL 

(Sistem Penetapan Pengadilan 
Negeri Batulicin Terkoneksi 

dengan Disdukpencapil) 

Menghindari pungutan liar dalam pengurusan dokumen 
kependudukan dan Memberi kemudahan kepada masyarakat, agar 
tidak bolak balik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 
mengurus Dokumen Kependudukan, masyarakat cukup menunggu di 
rumah terutama dalam kepengurusan dokumen yang berupa akta 
perkawinan dan perubahan nama pada KK dan KTP dan Akta 
kelahiran, ; Efisiensi waktu, biaya dan 
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   tenaga bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipil. Aktifitas rutin masyarakat yang sibuk bekerja 
dan urusan lain, tidak terganggu dengan urusan dokumen 
kependudukan 

14 Kada Tasalah (Kami Ada Data 
Sarpras Sekolah) 

Dinas Pendidikan a. memudahkan dalam melakukan perencanaan, monitoring dan 
evaluasi terkait sarana dan prasarana. 

b. melakukan penginputan data secara akurat memiliki 
kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan bantuan 

sarana (catatan: menyesuaikan pagu anggaran yang dimiliki. 

c. Memudahkan pegawai dinas Pendidikan apabila mengahdiri 
rapat yang mengharuskan untuk menunjukan kondisi sarana dan 
prasarana sekolah. 

d. meudahkan orang tua/wali murid apabila ingin memindahkan 
anaknya dari sekolah asal ke sekolah yang baru. Sehingga tidak 
perlu jauh-jauh datang ke Dinas Pendidikan untuk melakukan 
pengurusan terkait mutase anaknya. 

e. Meringkankan dinas Pendidikan khususnya staf yang biasanya 
melakukan pembuatan surat rekomendasi siswa. 

f. Meminimalisir sisawa yang mendadak “hilang” dari sekolah 
dikarenakan mutase dari sekolah tanpa kabar. 

15 Suara Tawa Raline (Usulan 
Surat Rekomendasi Mutasi 

Siswa secara Online) 

 

16 
ASI PEDAS (Asistensi 

Penyandang 
Disabilitas) 

Dinas Sosial 
mengoptimalkan keberfungsian sosial bagi
 penyandang disabilitas 
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17 Green Mangrove Hj. Harmawati a. Untuk kesetabilan bentang alam pesisir. 

b. Sebagai peyeimbang dalam penggunaan energi. 

c. Untuk mencegah rob. 

d. Untuk hutan wisata. 

18 Sasirangan Pewarna alami 
Mangrove Desa Pulau Burung 

Elmi a. Mengurangi penggunaan pewarna buatan 

b. Memanfatatkan hasil alam yang melimpah terutama kulit 
magrove 

19 SIPERDI (Sistem Informasi 
Persediaan) 

Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 

a. Memudahkan dalam hal pembuatan laporan persediaan setiap 
bulannya. 

b. Meminimalkan kesalahan penginputan dalam hal penerimaan 
dan pengeluaran persediaan. 

c. Memudahkan pengurus barang dalam hal perolehan dokumen 

pengadaan belanja habis pakai karena masing-masing PPTK 
sudah mengupload dokumen pengadaan. 

d. Dapat memantau setiap saat data persendian dari masing-
masing bidang. 

20 Tas Desi (Berantas Stunting 
dengan Intervensi Gizi) 

PKM Sebamban I a. Meningkatkan pengetahuan remaja, ibu hamil, ibu 
balita tentang Gizi dan Stunting. 

b. Menurunkan prevalensi stunting. 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam  mencegah dan menurunkan stunting. 

21 Peterpen(Strategi Percepatan 
Universal Access Air Minum 

dan Sanitasi Aman melalui 
Perencanaan Terintegrasi, 

Partisipatif dan Berkelanjutan 
di Kabupaten Tanah Bumbu 

Bappedalitbang a. Mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi aman. 

b. Menurunkan angka stunting. 

c. Menurunkan angka kemiskinan. 

d. Terciptanya msyarakat Kabupaten Tanah Bumbu 
yang sehat. 

e. Tecapainya visi dan misi kepala daerah 
khususnya mewujuekan sumberdaya manusia yang 
berkualitas. 
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22 Simpati BALADEWA (Sistem 
Penanganan Bencana 

Terintegrasi Dengan Barisan 
Relawan Daerah Rawan 

Bencana) 

BPBD a. Mempermudah masyarakat dalam melaporkan 
kejadian bencana. 

b. Mempermudah BPBD dalam melakukan kaji cepat di lapangan 
untuk mengetahui kebutuhan peralatan personil dan logistik 
yang diperlukan untuk menangani suatu kejadian bencana. 

c. Mempermudah pimpinan daerah maupun stakeholder 
penanggulangan bencana lainnya dalam memonitor 
progres kemajuan proses penanganan bencana dari saat 

pra bencana, kejadian bencana maupun setelah terjadinya 
bencana 

23 Sambar (Sampah Bahan 
Alternatif Listrik) 

Dinas Lingkungan Hidup a. Membreikan optimalisasi pengurangan sampah 

b. Mengurangi permasalahan terkait perluasan lahan TPA. 

c. Mengurangi dampak polusi udara. 

d. Memberikan bahan alternatif pengganti batu bara 
dalam jangka Panjang 

e. Memberikan sumber daya yang bernilai ekonimis 

24 Dibakar (Optimalisasi 
Penyebarluasan Informasi 
Serta Layanan Pemadam 

Kebakaran dan 
Penyelamatan Melalui 

Media Sosial, Publik, Cetak 
dan Radio) 

Satpoll PP & Damkar 

Satpoll PP & Damkar 

a. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi 

b. Peningkatan pelayanan akses informasi 
kepada masyarakat 

c. Masyarakat terlayani dapat mengetahui informasi dan 
pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan 
secara akurat, terpercaya, terhindar dari hoaks 

d. Membantu peningkatan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran sebagai upaya dini Membantu 
mengurangi dampak akibat dari kebakaran yang tentunya dapat 
menekan angka kerugian masyarakat yang terdampak dan . 
mengurangi biaya yang dikeluarkan pemda. 
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25 
Polbindes  

(Satpol PP Bina Desa) 

 a. Meningkatkan Kinerja Organisasi 
b. Terciptanya rasa aman, tentram dan tertib warga desa 

26 Data Ketenagakerjaan 
Berbasis ISO 27001 

Disnakertrans a. Sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap masalah 
ketenagakerjaan dan mendukung visi misi pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan dan pengangguran 

b. Data pencari kerja terdaftar menjadi lebih efisien dan terinventarisir 
dengan baik dan rapi 

c. Waktu yang digunakan dalam pelayanan lebih efesien khususnya dalam 
pendataan para pencari kerja Kabupaten Tanah Bumbu 

27 Layanan Antar Kerja Keliling a. Sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap masalah 
ketenagakerjaan dan mendukung visi misi pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan dan pengangguran 

b. Data pencari kerja terdaftar menjadi lebih efisien dan terinventarisir dengan 
baik dan rapi 

c. Kemudahan akses dalam membuat kartu pencari kerja atau kartu AK-1 

d. Memudahkan para encari kerja 

mendapatkanpengetahuan dan pemahaman mengenai 

dunia kerja. 
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28 My Perizinan Beres 
(Perizinan Milik Masyarakat 
Melalui Sistem Digital Online 

Melayani Dengan Bersih, 
Responsif, Sinergi dan 

Sigap) 

DPMPTSP a. Dapat membantu meningkatkan pelayanan publik, memberikan 
akses lebih luas, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman kepada 
masyarakat. 

b. Masyarakat bisa secara online terlayani legalitas usahanya 
sehingga dapat berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tanah 
Bumbu dengan mudah, dan akan mendorong kemajuan 
perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu. 

29 Penataan Menara 
Telekomunikasi (Cell 

Planning) 

Diskominfo,Statistik dan 
Persandian 

Peningkatan diseminiasi informasi dengan mengedepankan Kegiatan 
Kepala Daerah dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kepada 
masyarakat luas, dan dapat diakses melalui Smartphone. 

30 Sistem Informasi Center      
Android dan iOS 

Peningkatan diseminiasi informasi dengan mengedepankan Kegiatan 
Kepala Daerah dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kepada 
masyarakat luas, dan dapat diakses melalui Smartphone. 

 

31 

MIKRO FILTER TCM-TB 

(Inovasi Alat Laboratorium 
Kesehatan) 

Dinas Kesehatan - 
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32 Optimalisasi pelaporan Data 
kependudukan Melalui Aplikasi 

Spreadsheet pada seksi 
Pemerintahan Kecamatan Kuranji 

Kabupaten Tanah Bumbu 

Kecamatan 
Kuranji 

Berkas dan data kependudukan (Laporan Kependududkan, dsb) dikirim 
secara cepat, mudah dimanapun dan kapanpun melalui PC/Laptop 

33 APK Kecamatan Teluk Kepayang 
(Aplikasi Keuangan) 

Kecamatan 
Teluk Kepayang 

1. Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan secara 
otomatis dengan filter periode tanggal 

2. Kontrol penggunaan anggaran (validasi sisa pagu) 

3. Rekapitulasi Pajak Pusat & Daerah otomatis 

4. Laporan Renja dengan filter periode tanggal 

5. Laporan Bendahara (Rekapitulasi otomatis untuk 
lampiran pengajuan SM GU) 

6. Persentase realisasi keuangan secara realtime (secara 
global) 

34 Gasan Anak Yatim (Program 
Gerakan Sayang Anak Yatim 

Piatu) 

Kecamatan 
Kusan Tengah 

a. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan yatim piatu 

b. Meringankan Beban Hidup Orang Tua/Wali Asuh Anaka 
Yatim dan Piatu. 

c. Menumbuhkan Sikap Kepercayan Diri Anak Yatim dan Piatu 
bahwa mereka tidak sendiri dan mereka diperhatikan sehingga  
pertumbuhan psikis atau mental berkembang dengan baik. 

d. Membuka Tali Silaturrahmi dengan memiliki orang tua asuh 
maupun anak asuh yatim dan piatu menjadi bagian dari 
keluarga baru. 

e. Menciptakan sikap respect terhadap sesame di Lingkungan 
Pemerintah Kecamatan Kusan Tengah 

35 BiSa SaDAR Gizi 

( Pembinaan  Gizi dengan Satu 
Desa Satu Kader Gizi) 

Kecamatan 
Angsana 

- 
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PENUTUP 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat 

untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan 

otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Tahun 

2023 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik itu strategi dan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pemulihan ekonomi sudah 

sangat baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Makro 

yang mulai memberikan perubahan yang cukup signifikan. Jika dibanding 

dengan capaian pada tahun 2022 beberapa indikator makro tahun 2023 

menunjukan peningkatan yang cukup baik yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan (PDRB) Per Kapita, dan 

Angka Pengangguran.  

 

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(RLPPD) Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban 

pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. dengan 

harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun 

referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan 

kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang. 

 
 

Bupati Tanah Bumbu 

 

 

dr. H. M. Zairullah Azhar 
 


